
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   58  TAHUN  2009 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA  

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

SEKRETARIS DAERAH ACEH  

DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia           Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia              Tahun 2000 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN TATA 
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS 
DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 
ACEH. 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang    
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas       
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian. 

 2. Kompetensi . . . 

Tahun . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

dit
jen

 Pera
tur

an
 Peru

nd
an

g-u
nd

an
ga

n

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 
 

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 
dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga 
pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 
secara profesional, efektif, dan efisien.  

3. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 
pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan 
organisasi negara. 

4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh 
seorang Gubernur. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih 
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. 

6. Bupati/Wali Kota adalah kepala pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses 
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

7. Tim Penilai Calon Sekretaris Daerah Aceh, yang selanjutnya 
disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk oleh 
Gubernur yang bertugas memberikan pertimbangan kepada 
Gubernur dalam pengangkatan dan pemberhentian 
Sekretaris Daerah Aceh. 

7. Tim . . . 
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8. Tim Penilai Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk 
oleh bupati/wali kota yang bertugas memberikan 
pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam 
pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah 
kabupaten/kota di Aceh. 

9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang 
selanjutnya disingkat Baperjakat, adalah badan yang 
dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Aceh dan 
pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam menjamin 
kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil 
dalam dan dari jabatan struktural. 

 

 

BAB II 
PERSYARATAN 

 

 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah Aceh 

Pasal 2 

(1) Seorang calon Sekretaris Daerah Aceh harus memenuhi 
persyaratan umum dan persyaratan administratif.  

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat 

menjalankan ajaran agamanya; 

 

 

b. taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

c. sanggup menjalankan Syari’at Islam bagi yang beragama 
Islam; 

b. taat . . . 
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d. memiliki wawasan kebangsaan; 

e. memahami keistimewaan Aceh; 

f. memiliki kompetensi dalam jabatan yang akan 
didudukinya; dan 

g. memiliki integritas, moralitas, dan disiplin yang baik. 

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1)  meliputi: 
a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil; 

b. sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 

c. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang 
pangkat untuk jabatan Sekretaris Daerah Aceh; 

d. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan 
struktural eselon IIa yang berbeda; 

e. memiliki ijazah minimal sarjana (strata 1) atau yang 
sederajat; 

f. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia 
pensiun dalam jabatan Sekretaris Daerah Aceh; 

g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; 
dan 

h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan paling 
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(4) Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam biodata 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 
 
 

Bagian Kedua 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal 3 

Bagian Kedua . . . 
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